BAB 1

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan, atau
tanggapan (reaction). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan definisi

. respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Respon atau tanggapan
adalah kesan-kesan yang dialami jika perangsang sudah tidak ada. Jadi, proses
pengamatan sudah berhenti, dan hanya tinggal kesan-kesannya saja. Peristiwa
sedemikian ini disebut tanggapan. Dalam pembahasan, teori respon tidak
terlepas dari pembahasan proses teori komunikasi, karena respon merupakan
timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat
proses komunikasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Caffe,

respon dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan
dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila

adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.

b. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai
seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang

disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
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c. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang
meliputi tindakan atau perbuatan. Skiner seorang ahli psikologi,
merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang
terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi
melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian

organisme tersebut merespon.'
2. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
diatur dalam UU No. 32 /2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 56 jo Pasal 119
dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang cara Pemilihan, Pengasahan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah.
Secara eksplisit ketentuan tentang Pilkada langsung tercermin dalam cara
pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dalam

pasal 56 ayat (1) disebutkan :

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan
pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan
pengembalian ‘“hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan

kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga

!. Onong Uchjana Efendi, /imu, Teori, Dan Filsafat Komunikasi, (Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti, 2003), hal 255
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mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat Lokal. Keberhasilan pilkada
langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai
kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas
rakyat sendiri.?

Pemilihan kepala dacrah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada
DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada
DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang
keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers
dan tokoh masyarakat.

Adapun syarat bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
menurut PP No.6/2005 Pasal 38, ayat 1 adalah warga negara Republik Indonesia
yang memenubhi syarat: >
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus

1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;

? Fera hariani Nasution, Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Secara
Langsung Di Kabupaten Labuhan Batu, (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan 2009), 29. Dalam ;
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14859/1/09C01 12 1.pdf

* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 38, ayat
1
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. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan Tingkat Atas dan/atau

sederajat;

. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahun;

Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
menyeluruh dari tim dokter;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;

. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap;

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum
mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat

pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
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0. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama; dan
p. Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah.
Sedangkan dalam hal pelaksanaannya, tahap pelaksanaan Pilkada
meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengesahan dan

pelantikan. Berikut ini adalah Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilukada Kabupaten Mojokerto 2010.

Tabel 1.1

Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mojokerto 2010

Jadwal
Program/Kegiatan
Mulai Selesai
TAHAP PERSIAPAN
1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala
daerah dan KPUD mengenai berakhirnya | 10 Nop 2009 | 10 Nop 2009
masa jabatan kepala daerah
2. Perencanaan penyelenggaraan Pilkada,
yang mencakup penetapan tata cara dan | 14 Okt2009 {27 Jan 2010
jadwal pelaksanaan Pilkada
3. Pembentukan Panwas, PPK, PPS dan
02 Feb2010 | 19 Feb 2010
KPPS
4. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau | 20 Feb 2010 | 03 Mart 2010
TAHAP PELAKSANAAN
1. Penetapan daftar pemilih, yang mencakup: | 29 Jan 2010 | 20 Apr 2010
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transfer P4B, pemutahiran daftar pemilih,
pengumuman daftar pemilih sementara,

pengumuman daftar pemilih tetap.

. pencalonan, yang mencakup: diusulkan
parpol/gabungan parpol yang memperoleh
kursi 15% di DPRD atau 15% dari
akumulasi perolehan suara sah,

a. Keputusan KPUD tentang persyaratan
minimal dukungan calon perseorangan.

b. Pengumuman Pengambilan Formulir
dan Pengumuman Penyerahan Berkas
dukungan calon perseorangan

c. Penyerahan berkas dukungan calon
perseorangan kepada PPS dan KPU
Kabupaten.

d. Verifikasi calon Perseorangan.

e. Pengumuman Pendaftaran Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dan Pendaftaran Tim
Kampanye.

f. Pendaftaran, pengambilan dan
pengembalian formulir Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

03 Mart 2010

20 Feb 2010

26 Feb 2010

26 Feb 2010

17 Mart 2010

18 Mart 2010

03 Mart 2010

26 Feb 2010

27 Feb 2010

17 Mart 2010

18 Mart 2010

24 Mart 2010
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Daerah oleh Parpol/ Gabungan Parpol
dan perseorangan.

. Pemeriksaan  Kesehatan  Pasangan
Calon oleh Tim Dokter Pemeriksa
Khusus dari RSUD yang ditetapkan
oleh KPUD.

. Penyampaian  hasil = Pemeriksaan
Kesehatan Pasangan Calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh
Parpol/  Gabungan  Parpol dan
perseorangan.

Penelitian administrative syarat
pengajuan pasangan calon dan syarat
calon serta dukungan calon
perseorangan.

Penyampaian / pemberitahuan hasil
penelitian.

. Perbaikan/ penyampaian kelengkapan
administrasi syarat pasangan calon dari
Parpol dan Perseorangan.

Perbaikan/ penyampaian kelengkapan

syarat pasangan calon Perseorangan.

22 Mart 2010

24 Mart 2010

27 Mart 2010

29 Mart 2010

01 Aprl 2010

01 Aprl 2010

25 Mart 2010

26 Mart 2010

31 Mart 2010

01 Apr 2010

06 Aprl 2010

10 Aprl 2010
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m. Penelitian ulang kelengkapan dan
perbaikan persyaratan pasangan calon.

n. Pengumuman pasangan calon yang
memenuhi persyaratan.

o. Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan
Pengumuman pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10 Aprl 2010

13 Aprl 2010

14 Aprl 2010

12 Aprl 2010

13 Aprl 2010

14 Aprl 2010

. Pengadaan dan distribusi logistik, yang
mencakup: cheking bilik suara dan
pengadaan bilik suara yang rusak,
pengecekan dan pengadaan kotak suara
yang rusak, tinta, alat coblos, bantalan, alat
tulis, pembuatan film, pencetakan surat
suara, sertifikat, formulir-formulir lain,

distribusi logistik;

03 Feb 2010

06 Juni 2010

. Kampanye, selama 14 hari; masa tenang,

selama 3 hari;

20 Mei 2010

06 Juni 2010

. Pemungutan suara;

07 Juni 2010

07 Juni 2010

. Penghitungan suara; di tingkat KPPS, PPK

dan KPU.

07 Juni 2010

10 Juni 2010

. Penetapan pasangan calon terpilih atau

penetapan pasangan  calon  yang

11 Juni 2010

13 Juni 2010
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memperoleh suara terbanyak;

8. Pelantikan dan Pengucapan sumpalvjanji 18 Okt 2010 | 18 Okt 2010

Sumber: Lampiran 1| Peraturan KPU Kab.Mojokerto No.1/2010 (Tentang;
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada

Kab. Mojokerto)

Momentum pilkada langsung merupakan proses pembelajaran politik
masyarakat di daerah. Konteks pembelajaran politik ini meliputi beberapa hal.
Pertama, pilkada langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa
mengartikulasikan  kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap
politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkannya.
Dengan cara demikian maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud.
Kedua, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk mendefinisikan pilihan
politiknya terhadap figur calon yang ada. Dari situ mereka akan mempunyai
kemandirian untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya, sehingga
kualitas partisipasinya dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, rakyat juga
dituntut kedewasaan politiknya. Mereka harus siap secara mental untuk
menerima perbedaan pilihan politik di antara mereka sendiri.*

Namun yang perlu diingat, dalam pilkada langsung jarak emosi antara
figur calon dan massa pemilihnya sangat dekat. Hal ini akan memicu lahirnya
fanatisme yang sahgat kuat terhadap masing-masing calon. Selain itu,

masyarakat juga merasakan kepentingannya secara riil pada aras lokal.

* Dede Mariana dan Caroline Paskarina, Artikel : Pemilihan Kepala Daerah ....... i
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Akibatnya kadar dan rasa kepemilikan (sense of belongingness) serta
keterlibatannya terhadap agenda-agenda masing-masing calon sangat tinggi.
Faktor-fal;tor tersebut dapat menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.
Kecenderungan munculnya tingkat fanatisme yang berlebihan terhadap salah
satu calon sangat kuat, mengingat kultur paternalisme masih dominan dalam
masyarakat. Kecenderungan ini bisa kita lihat dari sikap politik yang lebih
mengedepankan figure daripada visi, misi, dan program yang ditawarkan.

Selain itu, dari sisi peraturan perundangan, masih terdapat
kelemahan/celah pada beberapa ketentuan didalam peraturan perundang-
undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan kurang
adanya standar yang jelas sehingga masih menimbulkan multi tafsir dikalangan
masyarakat, peserta (kandidat berikut partainya), penyelenggara pilkada
(KPUD), dan pemda serta DPRD. Hal ini juga menjadi salah satu sumber
pemicu munculnya konflik saat Pilkada.’

Hal ini dapat dilihat pada proses pilkada yang sudah dilaksanakan di
beberapa daerah, selalu menghadirkan beraneka ragam konflik. Salah satunya
tergambar dalam proses penentuan calon pada Pilbup Mojokerto 2010, dimana
pada saat itu salah satu calon, yaitu KH.Akhmad Dimyati Rosyid — M. Karel di
coret dari dafiar, atau di nyatakan tidak lolos verifikasi KPU, Karena terganjal

factor kesehatan (mengidap gangguan multi organ). Karena pencoretan tersebut,

’ M.Ikhsan, Artikel : Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di
Kabupaten/Kota.  hal9  dalam: http://www.scribd.com/doc/26366356/Artikel-m-Ikhsan-Evaluasi-
Pelaksanaan-Pemilihan-Kepala-Daerah-Kabupaten-Kota. hal. 16
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akhirnya memicu demo besar-besaran oleh massa pendukung beliau yang
menuntut diloloskannya pasangan tersebut.

. Pengertian Komunikasi Politik

Menurut Dahlan, komunikasi politik ialah suatu bidang atau disiplin
yang menelaah perilaku dan kagiatan komunikasi yang bersifat politik,
mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Dari
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik merupakan
suatu proses pengoperan lambang-lambang atau symbol-simbol komunikasi
yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain
dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berfikir, serta mempengaruhi

sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.”

Meadow dalam Nimmo juga membuat definisi bahwa “political
communication refer to any exchange of symbols or messages that to
asignificant extent have been shaped by or vahe consequences for political
system”. Disini Meadow memberi tekanan bahwa simbo-simbol atau pesan yang
disampaikan itu secara signifikan dibentuk atau memiliki konsekuensi terhadap

system politik.

Dalam buku Introduction to Political Communication oleh McNair
menyatakan bahwa komunikasi politik adalah murni membicarakan tentang
alokasi sumber daya public yang memiliki nilai, apakah itu memiliki nilai

kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk

¢ Radar Mojokerto, Gus Dim Masukkan Gugatan, (Selasa, 20 April 2010)
" David Changara, Komunikasi Politik, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal 35
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memberi kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan
baik legislative maupun eksekutif, serta sanksi-sanksi dalam bentuk hadiah atau
denda. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi
politik yaitu suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi

terhadap aktifitas politik.®

. Proses Komunikasi Politik

Komunikasi adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang paling
penting, tidak ada manusia yang tidak menjalankan komunikasi karena
komunikasi merupakan lambang dari dinamika kehidupan di dalam masyarakat.
Dari sudut pandang ini, komunikasi dilihat dalam pengertiannya yang umum dan
luas yaitu hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih.
Interaksi ini terjadi karena seseorang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk
lambing-lambang tertentu yang di terima pihak lain yang menjadi sasarannya.
Sehingga sedikit banyak mempengaruhi sikap dan tingkah laku pihak yang di
maksud. Sebagai anggota masyarakat manusia melakukan hal ini secara terus
menerus dan bahkan tanpa sadar termasuk anggota masyarakat yang tidak
mengerti arti komunikasi itu sendiri. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa
komunikasi merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan semua anggota

masyarakatdimanapun dan kapanpun.

Proses komunikasi tidak hanya dilakukan dalam interaksi antar manusia

dalam berbagai dimensi kahidupan, namun juga terjadi di ranah poliitik. Dalam

$Ardial, Komunikasi Polliik, (Jakarta: PT. indeks, 2010), hal 27
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kehidupan sehari-hari, proses komunikasi diawali oleh sumber (source) baik
individu maupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau

kelompok lain.’

Proses komunikasi politik merupakan rangkaian dari aktivitas
penyampaian pesan politik sihingga diperoleh feedback dari penerima pesan.
Dari proses komunikasi, akan timbul proses, model/bentuk dan juga bagian-

bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi.

Menurut Burhan Bungin dalam buku “Sosiologi Komunikasi” ada

beberapa tahap dalam proses komunikasi:'

a. Ideation, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat
informasi intik dikomunikasikan. Tahap perfama yang di lakukan sumber
dalam proses komunikasi adalah ideation, ini merupakan landasan bagi suatu
pesan yang akan disampaikan. Seorang komunikator politik dapat memilih
dan menciptakan pesan dengan menggunakan ide untuk mempengaruhi

komunikassinya.

b. Encoding dalam mpenciptaan suatu pesan, yaitu sumber menerjemahkan
informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambing-
lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan
mempunyai efek terhadap orang lain. Pesan adalah alat-alat dimana sumber

mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, bahasa tertulis

’ Ibid, hal 23
' Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma Dan Diskursus Teknologi Komuniasi
Di Masyarakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal 255
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ataupun perilaku nonverbal, seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah, atau

gambar-gambar.

Yang ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah
disandi (encode). Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan
cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan
tertentu. Pada langkan ketiga ini, kita mengenal istilah channel atau saluran,
yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan. Saluran untuk komunikassi
lisan adalah tatap muka, radio, dan telepon. Sedangkan untuk komunikassi
tertulis adalah meliputi setiap materi yang tertulis ataupun sebuah m,edia
yang mampu memproduksi kata-kata tertulis seperti televise, kaset video,
LCD, OHP. Sumber berusaha untuk membebaskan saluran komunikasi dari
gangguan ataupun hambatan, sehingga pesan dapat sampai kepada penerima

seperti yang dikehendaki.

. Mengalihkan perhatian kepadan penerima pesan. Jika pesan itu bersifat lisan
maka penerima perlu menjadi pendengar yang baik, karena jika penerima
tidak mendengar pesan tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima
melakukan decoding, yaitu memberikan penafsiran interpretasi terhadap
pesan yang disampaikan kepadanya. Pemahaman (understanding)
merupakan kunci untuk melakukan decoding dan hanya terjadi dalam pikiran
penerima. Akhimya penerimalah yang akan menentukan bagaimana
memahami suatu pesan dan bagaimana pula memberikan respon terhadap

pesan tersebut.
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e. Tahap yang terakhir yaitu feedback atau umpan balik yang memungkinkan
sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan kepada
penerima. Respon atau umpan balik de;ri penerima terhadap pesan yang
disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata atau menyimpannya. Umpan
balik inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektifitas

komunikasi.
5. Unsur-unsur Komunikasi Politik
Adapun yang menjadi unsur — unsure komunikasi politik adalah:''
a. Komunikator Politik

Komunikasi politik tidak hanya menyangkut partai politik, melainkan
juga lembaga pemerintahan legislative dan eksekutif. Dengan demikian,
sumber atau komunikator politik adalah mereka yang dapat memberi
informasi tentang hal-hal yang mengandung makna atau bobot politik,
misalnya presiden, menteri, fungsionaris Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), dan kelompok-kelompok penekan dalam masyarakat yang bisa

mempengaruhi jalannya pemerintahan.

Komunikator dalam proses komunikasi memainkan peran sebagai
pembentuk opini public. Sedangkan pesan adalah pembicaraan-pembicaraan
sebagai proses negosiasi yang bertujuan membentuk pengertian bersama
diantara berbagai pihak tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus

diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya.

" Opcit, hal 37
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Pesan Politik

Pesan politik adalah pernyataan yang disampaikan, baik secara
tertulis maupun tidak tertulis, baik secara verbal atau non verbal,
tersembunyi maupu terang-terangan, baik yang disadari maupun tidak yang

isinya mengandung bobot politik.

Teknik berkomunikasi adalah cara atau seni penyampaian suatu
pesan yang dilakukan oleh komunikator sehingga menimbulkan dampak
tertentu bagi komunikan. Pesan yang disampaikan komunikator adalah
pernyataan sebagai panduan pemikirandan perasaan, dapat berupa ide,

informasi, keluhan, keyakinan, himbauan, anjuran dan sebagainya.12

Pesan dalam komunikasi ppolitik diklasifikasikan Nimmo

tiga hal"?

Saluran atau Media Politik

Yang dimaksud dengan saluran atau media politik adalah alat atau
sarana yang digunakan oleh para komunikator dalam menyampaikan pesan-
pesan politiknya. Misal, film, radio, televisi, video, computer, internet, dan

sebagainya.

2 Onong Uchyana Effenddi, Dinamika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hal 6
' Dan Nimmo, Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media, (Bandung, Remaja Rosdakarya,

1992), hal 75
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d. Sasaran atau Target Politik

Sasaran adalah anggota masyarakat yang diharapkan dapat memberi
dukungan dalam bentuk pemberian suara (vote) kepada partai atau kandidat

dalam Pemilihan Umum.
e. Pengaruh atau Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi yang diharapkan adalah terciptanya pemahaman
tentang system pemerintahan dan partai-partai politik, dimana nuansanya

akan bermuara pada pemberian suara (vote) dalam pemilihan umum.
6. Tujuan Komunikasi Politik

Tujuan komunikasi sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan
komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi
politik itu adakalanya sekedar penyampaian informasi politik, pembentukan citra
politik, pembentukan publik opinion (pendapat umum) dan bisa pula

menghandle pendapat atau tuduhan lawan politik."
a. Citra Politik

Kata citra berasal dari bahasa jawa yang artinya gambar, kemudian
dikembangkan menjadi gambaran sebagai padanan kata image dalam bahasa
inggris. Menurut Kenneth E. Boulding citra adalah serangkaian pengetahuan
dan pengalaman serta perasaan (emosi) maupun penilaian yang

diorganisasikan ke dalam sistem kognisi manusia. Jadi citra politik dapat

" Opcit, hal 44
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diartikan sebagai gambaran tentang politik (kekuasaan, kewenangan,
otoritas, konflik, dan konsensus) yang memiliki makna tidak selamanya
sesuai dengan realitass politik yang sebenarnya. Citra ;;olitik tersusun
melalui kepercayaan, nilai dan pengharapan dalam bentuk pendapat umum.
Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung
maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk

menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual.

Nimmo menjelaskan bahwa citra seorang yang terkait dengan politik
yang terjalin melalui pikira memberi keputussann, perasaan, dan kesucian
subyektif akan memberi kepuasan baginya, dan memiliki paling sedikit tiga
kegunaan. Pertama, memberi pemahaman tentang peristiwa politik tertentu.
Kedua, kesukaan dasar untuk menilai objek politik. Ketiga, citra diri

seseorang dalam cara menghubungkan diri dengan orang lain.

Pembentukan citra politik sangat terkait dengan sosialisasi politik.
Hal inidisebabkan karena citra politik terbentuk mulalui proses pembelajaran

politik, baik secara langsung maupun melalui pengalaman empirik.
Opini Publik (Pendapat Umum)

Konsep opini publik bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri
manussia, yaitu hak kebebassan mengeluarkan pendapat, menyatakan
kehendak, ide atau gagasan. Pendapat umum sebagai kekuatan politik adalah
salah satu bentuk efek dari proses komunikassi politik berdasarkan

perspektif atau paradigma mekanistis terutama komunikasi politik yang
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disalurkan melalui media massa (pers, radio, dan televisi). Dengan kata lain
pendapat umum terdapat pada khalayak politik, yaitu mereka yang menjadi

sasaran komunikasi politik

Dalam proses komunikasi, publik politik terbentuk dimulai oleh
adanya pesan politik yang aktual (baru, menyangkut kepentingan publik, dan
kontroversial). Pesan tersebut melalui media massa, diterima dan dibahas
oleh kelompok — kelompok orang berbagai tempat yang memiliki perhatian,
kepentingan politik, pengetahuan politik, penalaran dan daya kritis serta
analisis yang tajam untuk mencari solusi atau pengambilan keputusan
politik. Keputusan itu dapat berupa penerimaan (pro), protes (kontra), atau

melihat perkembangan.
Partisipasi dan Pemilihan Umum

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi
yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) ialah orang yang paling tau
tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri yang dibuat dan
dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan
warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi

keputusan politik.

Dalam ilmu politik partisipasi diartikan sebagai upaya warga
masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok, untuk ikut serta
mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara.

Partisipasi secara kontekstual menurut Gaffar, dilakukan melalui cara — cara
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yang umum dikenal dalam sistem politik tertentu, misalnya dengan menjadi
anggota partai politik dan organisasi kepentingan, sementara partisipasi
secara konvensional dapat dilakukan dengan cara unjuk rasa, bahkan ada

yang menempuh cara — cara kekerasan.

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendah partisipasi politik yaitu
kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Faktor tersebut
dipengaruhi faktor lain status sosial, status ekonomi, aplikasi, politik orang
tua, dan pengalaman organisasi. Pada umumnya partisipasi politik rakyat
ada yang sifatnya mandiri (autonomous), di mana individu melakukan
kegiatan atas inisiatif dan keinginan dari yang bersangkutan semata — mata
karena rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik, atau karena
didorong oleh keinginan untuk mewujudkan kepentingannya ataupun

kepentingan kelompoknya.

Partisipasi ambil model politik rakyat biasanya bersumber pada basis
— basis sosial politik tertentu. Kecuali partisipasi yang mengambil model
contacting, yaitu partisipasi politik pada umumnya merpakan tindakan
kolektif. Oleh karena itu, mengamati partisipasi politik sebaiknya juga

mengamati basis sosial dari partisipasi ssosial tersebut.

Dampak komunikasi politik dan distribusi partisipasi politik yang
dapat di ukur adalah hasil pemungutan suara dalam Pemilihan Umum.
Kegiatan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan komunikasi

politik ialah kampanye dan pemungutan suara. Kampanye pemilihan umum
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adalah usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa)
dengan melakukan kegiatan retorika, public relation, komunikasi massa dan

lobi.
7. Fungsi Komunikasi Politik

Menurut McNair komunikasi politik memiliki lima fungsi dasar, yakni

sebagai berikut:'?

a. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Di
sini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan juga fungsi

monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat

b. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Disini
para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada sehingga barusaha membuat
liputan yang objektif (objective reporting ) yang bisa mendidik masyarakat

atas realitas fakta tersebut.

c. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah
polittik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publiok, dan
mengembalikan hasil oponi tersebut kepada masyarakat. Dengan cara

demikian, bisa member arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.

d. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga

politik. Disini media bisa berfungsi sebagai anjing penjaga (watchdog).

' Hafid Cangara, Komunikasi Politik, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal 39
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Dalam massyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai
saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program

lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

Jika fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh McNair dikombinasikan

dengan fungsi komunikasi yang dibuat oleh Goran Hedebro, komunikasi politik

berfungsi sebagai:'®

1)

2)

3)

4)

)

6)

Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap usaha-usaha yang
dilakukan lembaga politik maupun dalam hubungannya dengan pemerintah

dan masyarakat.

Melakukan sosialisasi tentang kebijakan, program, dan tujuan lembaga

politik.

Member motivasi kepada politisi, funsionris, dan para pendukung parpol.

Menjadi platform yang bisa menampung ide-ide masyarakat sehingga

menjadi bahan pembicaraan dalam bentuk opini public.

Mendidik masyarakat dengan pemberian informasi, sosialisasi tentang cara-

cara pemilihan umum dan penggunaan hak mereka sebagai pemberi suara.

Menjadi hiburan masyarakat sebagai “pesta demokrasi” dengan
menampilkan para juru kampanye, artis, dan para komentator atau pengamat

politik.

16 Ibid, hal 42
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7) Memupuk integrasi dengan mempertinggi rasa kebangsaan guna
menghindari  konflikdan ancaman berupa tindakan separatis yang

mengancam persatuan nasional.

8) Menciptakan iklim perubahan dengan mengubah struktur kekuasaan melalui
informasi untuk mencari dukungan massyarakat luas terhadap gerakan

reformasi dan demokratisasi.

9) Meningkatkan aktifitas politik masyarakat melalui siaran berita, agenda

setting, maupun komentar-komentar politik.

10) Menjadi watchdog atau anjing penjaga dalam membantu terciptanya good

governance yang transparan dan akuntabilitas.

B. Kajian Teori
1. Teori Konstruksi Sosial

Pada penelitian ini menggunakan Teori Kontruksi Social. Istilah
konstruksi sosial atas realitas (social construction of reality) didefinisikan
sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu
menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami

bersama secara subyektif.'’

'” Deddy Nu Hiadayat, Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi dalam Jurnal
Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia,Vollll. (Jakarta: IKSI dan ROSDA, 1999), him. 39
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Membahas teori konstruksi sosial (social construction), tentu tidak bisa
terlepaskan dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L Berger
dan Thomas Luckmann. Peter L Berger merupakan sosiolog dari New School
Jor Social Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog
dari University of Frankfurt. Teori konstruksi sosial, sejatinya dirumuskan kedua
akademisi ini sebagai suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi

pengetahuan.

Sebagai catatan akademik, pemikiran Berger dan Luckmann ini, terlihat
cukup utuh di dalam buku mereka berjudul “the Social Construction of Reality:
A Treatise in the Sociology of Knowledge”'®. Publikasi buku ini mendapat
sambutan luar biasa dari berbagai pihak, khususnya para ilmuan sosial, karecna
saat itu pemikiran keilmuan termasuk ilmu-ilmu sosial banyak didominasi oleh
kajian positivistik. Berger dan Luckmann meyakini secara substantif bahwa
realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi
sosial terhadap dunia sosial di seklilingnya, “reality is socially constructed”.

Asal usul kontruksi sosial dari filsafat Kontruktivisme yang dimulai dari
gagasan-gagasan konstruktif kognitif. Menurut Von Glasersfeld, pengertian
konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark Baldwin yang secara luas
diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun apabila ditelusuri,

sebenarnya gagasan - gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya telah dimulai

'® Proses penyusunan buku oleh kedua sosiolog ini berlangsung kurang lebih 4 tahun dalam
rentang waktu 1962-1966. Bukunya pertama kali terbit tahun 1966. Lihat, Peter L Berger and Thomas
Luckmann, The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge, (New York:
1966). Sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Indonesia, lihat Peter L
Berger dan Thomas Luckman, Tafsir Sosial atas Kenyataan, (Jakarta : LP3S, 1990).
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oleh Giambatissta Vico, seorang epistemologi dari Italia, ia adalah cikal bakal
Konstruktivisme'®.

Ada beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi Sosial Berger dan.
Adapun asumsi-asumsinya tersebut adalah:

a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuataan
konstruksi sosial terhadap dunai sosial di sekelilingnya

b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu
timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan

c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus menerus

d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai
kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki
keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri.
Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-
realitas itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan
dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Meskipun
masyarakat dan institusi sosial terlihat nyata secara obyektif, namun pada
kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi.
Objektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan
oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat
generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna

simbolis yang universal, yaitu pandangan hidupnya yang menyeluruh, yang

" Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, (Yogyakarta:Kanisius, 1997). him, 24
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memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna

pada berbagai bidang kehidupannya.

Proses konstruksinya, jika dilihat dari perspektif teori Berger &

Luckman berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk

realitas yang menjadi entry concept, yakni subjective reality, symbolic reality

dan objective reality. Selain itu juga berlangsung dalam suatu proses dengan tiga

momen simultan, eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi.

1

2)

3)

Objective reality, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas (termasuk
ideologi dan keyakinan ) serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah
mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum
sebagai fakta.

Symblolic reality, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang
dihayati sebagai “objective reality” misalnya teks produk industri media,
seperti berita di media cetak atau elektronika, begitu pun yang ada di film-
film.

Subjective reality, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki
individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif
yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan
diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu

lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah
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individu secara kolektif berpotensi melakukan objectivikasi, memunculkan
sebuah konstruksi objektive reality yang baru.?

Melalui sentuhan Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger menemukan
konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep
dialektika, yang dikenal dengan eksternalisasi-objektivasi-internalisasi.

a) Eksternalisasi ialah penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural sebagai
produk manusia. “Society is a human product”.

b) Objektivasi ialah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang
dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. “Society is an objective
reality”.

¢) Internalisasi ialah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-
lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi
anggotanya. “Man is a social product” 2,

Ketiga aspek (teori kontruksi sosial Berger) ini, digunakan untuk
membedah bagaimana sebenarnya pola pandangan, persepsi, dan sekaligus,
sikap warga terhadap komunikasi politik Gus Dim. Asumsi sebenarnya adalah
bahwa sikap warga terhadap komunikasi politik Gus Dim.

Terjadi setelah mereka melakukan eksternalisasi (penyesuaian diri
dengan sosok atau pemikiran Gus Dim), Obyektivasi (berinterksi dengan sosok
Gus Dim) dan internalisasi (identifikasi dengan sosok Gus Dim). Dalam

pandangannya, terdapat hubungan antara manusia dan lembaga yang bersifat

2 pedy N Hidayat, Konstruksi Sosial Industri Penyiaran : Kerangka Teori Mengamati
Pertarungan di Sektor Penyiaran, Makalah dalam diskusi “UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan Pers, di
Salemba 8 Maret 2003

2 Basrowi, Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro, (Surabaya : Insan
Cendekian, 2002).hlm. 206
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dialektis (interaktif), yang saling menjelaskan dalam suatu formula yang
menggunakan tiga ukuran.
a) Masyarakat adalah produk manusia atau masyarakat adalah relitas

subyektif

b) Manusia adalah produk social.

c) Dialektika, diantarai oleh pengetahuan yang berkembang dalam memori
selama mereka mengalami dan juga didukung peran — peran individual

yang teratur secara institusional.

Jika teori-teori sosial tidak menganggap penting atau tidak
memperhatikan hubungan timbal balik (interplay) atau dialektika antara ketiga
momen ini menyebabkan adanya kemandegan teoritis. Dialektika berjalan
simultan, artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-
akan hal itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan
kembali ke dalam (internalisasi) sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut

seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subyektif.

Konstruksi sosialnya mengandung dimensi objektif dan subyektif. Ada
dua hal yang menonjol melihat realitas peran media dalam dimensi objektif

yakni pelembagaan dan legitimasi.

1) Pelembagaan dalam perspektif Berger terjadi mulanya ketika semua
kegiatan manusia mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Artinya tiap
tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola yang

kemudian bisa direproduksi, dan dipahami oleh pelakunya sebagai pola yang
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dimaksudkan itu. Pelembagaan terjadi apabila suatu tipikasi yang timbal-
balik dari tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku.

Dengan kata lain, tiap tipikasi seperti itu merupakan suatu lembaga.22

Sementara legitimasi menghasilkan makna-makna baru yang berfungsi
untuk mengintegrasikan makna-makna yang sudah diberikan kepada proses-
proses kelembagaan yang berlainan. Fungsi legitimasi adalah untuk
membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi tersedia secara
obyektif dan masuk akal secara subyektif. Hal ini mengacu kepada dua
tingkat, pertama keseluruhan tatanan kelembagaan harus bisa dimengerti
secara bersamaan oleh para pesertanya dalam proses-proses kelembagaan
yang berbeda. Kedua keseluruhan individu (termasuk di dalam media ), yang
secara berturut-turut melalui berbagai tatanan dalam tatanan kelembagaan
harus diberi makna subyektif. Masalah legitimasi tidak perlu dalam tahap
pelembagaan yang pertama, dimana lembaga itu sekedar fakta yang tidak
memerlukan dukungan lebih lanjut . Tapi menjadi tak terelakan apabila
berbagai obyektivasi tatanan kelembagaan akan dialihkan kepada generasi
baru. Di sini legitimasi tidak hanya sekedar soal “nilai-nilai” ia juga selalu

mengimplikasikan “pengetahuan”

2 1bid, 75-76
B Jbid, him. 132-134
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2. Teori S-O-R

Teori S-O-R merupakan singkatan dari Stimulus-Organism-Response.
Teori ini berasal dari Psikologi, yang kemudian menjadi teori komunikasi karena
objek material dan psikologi dari ilmu komunikasi adalah sama yaitu manusia
yang jiwanya meliputi komponen — komponen, sikap, opini, perilaku, kognisi

afeksi dan konasi.?*

Dalam pembahasan, teori respon tidak terlepas dari pembahasan proses
teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang
dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi.
Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M. Caffe, respon dibagi

menjadi tiga bagian, yaitu:>*

a. Kognitif, yaitu respon  yang berkaitan erat dengan pengetahuan
keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul
apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh

khalayak.

b. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai
seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang

disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.

c. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang

meliputi tindakan atau perbuatan. Skiner seorang ahli psikologi,

2 Onong Uchjana Effendy, /lmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, (Bandung, PT. Citra Aditya
Sakti, 2003), hal 254
% Ibid, hal 255
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merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang
terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi
melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian
organisme tersebut merespon, maka teori Skiner disebut teori “S-O-R” atau

Stimulus-Organisme-Respon. Skiner membedakan adanya dua proses:2°

1) Respondent Response, atau reflexive, yaitu respon yang ditimbulkan
oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Stimulus semacam ini
disebut electing stimulation karena menimbulkan respon-respon yang

relatif tetap.

2) Operant Response, atau instrumental response, yaitu respon yang timbul
dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus tertentu. Stimulus ini

disebut reinforcing stimulation atau reinforce.

Menurut teori ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap

stimulus khusus sehingga dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian

antara pesan dan reaksi komunikan. Misalnya, apabila seseorang selalu ikut serta

secara aktif da].am program KB, kemudian mendapatkan penghargaan dari

pemerintah, maka orang akan lebih aktif lagi dalam mengikuti program KB tersebut.

Dalam merespon stimulus, tidak terlepas dari subjek dan objeknya. Subjek

merupakan seseorang atau sekelompok orang yang merespon, sedangkan objek

merupakan stimulus atau yang akan direspon. Dalam hal ini yang menjadi

26

www.http//Konsep dan Definisi Respon.html
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subjeknya adalah PUS, sedangkan yang menjadi objeknya adalah program KB

gratis.

Dalam penelitian ini, teori S-O-R peneliti fungsikan sebagai pisau analisah
untuk menilai perilaku Massa pemilih yang terdapat di Desa Belahan yang selalu
ikut serta secara aktif dalam setiap program kampanye dari Gus Dim saat akan
mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Bupati Mojokerto 2010. Dengan kata lain
teori S-O-R penulis gunakan untuk membaca gaya komunikasi politik Gus Dim
(saat Kampanye) dalam mempengaruhi massa, khususnya masyarakat di Desa
Belahan yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilbup Mojokerto 2010. Dalam
penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah Gus Dim, sedangkan yang menjadi

objeknya adalah Pemilih yang terdapat di Desa Belahan.



